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TENTANG
TATA CARA TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH
\

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMOSIR,

bahwa untuk mengembalikan kekayaan daerah yang hilang atau

berkurang serta memulthkan keuangan daerah atas kekurangan yang

terjadi se-bagai akibat kelalaian dan perbuatan melanggar hukum yang

ditat<utan otlh bendahara, pegawai bukan Bendahara, pelabat lainnya

danpihakmanapun,perludiaturtataCalapenyelesaiankerugian
daerah
bahwa untuk penyelesaian kerugian daerah sebagaimana dimaksud

pada huruf a, perlu membentuk peraturan Bupati tentang Tata Cara

Tuntutan Ganti Kerugian Daerah

'lUndang-UndangNomorBTahunlgT4ientangPokok-pokok
Kepegawaian(LembaranNegaraRepubliklndonesiaTahunl9T4
Nomor 5,Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor

3890),sebagaimanatelahdiubahdenganUndang-undangNomor43
TahunlgggtentangperubahanatasUndang_undangNomorBTahun
1974 lenlang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik

lndonesia Tahun 1999 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara

Republik lndonesia Nomor 3B9O);

2Undang-UndangNomor28TahunlgggtentangPenyelenggaraan
Negara yang Bebas dan Bersrh dari Kolusi, Korupsi dan Napotisme

(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1 999 Nomor 1 38'

TambahanLembaranNegaraRepubliklndonesiaNomor3B5l),
3. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak

Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1999

Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor

3874),

4Undang-UndangNomor23Tahun2000tentangPembentukan
Kabupaten samosir (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2000

Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor

4010);
5Undang.UndangNomor,lTTahun2003tentangKeuanganNegara

(LembaranNegaraRepubliklndonesiaTahun2003Nomor4T'
TambahanLembaranNegaraRepubliklndonesiaNomor4286).

6Undang-UndangNomor36Tahun2003tentangPembentukan
KabupatenSamosirdanKabupatenSerdangBedagaidiProvrnsi
SumateraUtara(LembaranNegaraRepubliklndonesiaTahun2003
Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor

4346),

7 l lnrian.t-undano



7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang Perbendaharaan Negara

(LembJran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 5,

Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4355),

B Undang,Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan

Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara

Republik lndonesia Tahun 2OO4 Nomor 66, Tambahan Lembaran

Negara Republik lndonesia Nomor   0O);

9 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO4 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,

Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4437)

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhrr dengan Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas

..Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
'(LembJran Negara Republik lndonesia Tahun 2008 Nomor 59,

Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4844),
.10 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara

Republik lndonesja Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran

Negara Republik lndonesia Nomor 4437),
11 Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Disiplin Pegawai

Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun '1980 Nomor

50 Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 3176),

12 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah (Lembaga Negara Republik lndonesia Tahun 2005

Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesra Nomor

4578)
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman

Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah

Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2005 Nomor .165

Tambahan Lembaran Negara Republtk lndonesia Nomor a593),

14 Peraturan Pemerrntah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Per'lgelolaan

Barang Milik Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun

2006 Nomor 20 Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia

Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah

Nomor 38 Tahun 2O0B tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah

Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah

(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2008 Nor,nor 78,

Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4855),

15 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian

Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi

dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republtk

lndonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara

Republik lndonesia Nomor 4737),
16. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem

pengendalian lntern Pemerirrtah (Lembaran Negara Republik lndonesia

Tahun 20oB Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik

lndonesia Nomor4890),
17 Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 7 Tahun 20OO tentang

Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembarani'Daerah
Kabupaten Samosir Nomor Tahun 2006 Nomor 70 Seri A NomOr 6),

1B Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor B Tahun 2006 tentang

Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten

Samosir Nomor Tahun 2006 Nomor 71 Seri A Nomor 7),

19 Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3 Tahun 2007 tentang

Tata cara Penyelesaian Ganti Kerugian terhadap Bendahara

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA GANTI KERUGIAN

DAERAH.
Menetapkan :



BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang drmaksud dengan

1 Daerah adalah KabuPaten Samostr'

z pemerintahan Daerah adalah penyelengg ataan urusan pemerintahan

oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat ?':l'l
menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomt

seluas-luasnyadalamsistemdanprinsipNegaraKesatuanRepublik
lndonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar

Negara Republik lndonesia Tahun 1945'

3 Pemerrntah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagat unsur

penyelenggara pemerintahan daerah'

4 BuPati adalah BuPati Samosir'

5 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya^disebut ",t^i?
adalah Dewan perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Samosir sebagat

unsur penyelengg ataan pemerintah daerah'

6satuanKerlaPerangkatDaerahyangselanjutnyadisingkatSKPD
adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah

TlnspektoratKabupatenSamosirselanjutnyao:"!',]lnspektoratadalah
Satuan Kerla Perangkat Daerah Pengawasan Fungsional'

B Unit Kerya adalah 
"b"g'"n 

dari SKPD yang melaksanakan satu atau

beberapa program darr SKPD yang bersangkutan

g Tuntutan perbendah ataan yung .l"l"nlutnya disingkat TP adalah suatu

tatacarap",hi'ungunterhadapBendahara'likadalampengurusannya
terdapat kekurang"an pembendah araan yang merugikan daerah' yang

bersangkutan diharuskan mengganti kerugian'

'l0TuntutanGantrRugiyangselanjutnyadisingkatTGRadalbhsuatu
proses tuntutan terhadap pegawai bukan Bendahara pelabat l"l"ll:
dan pthak manapun dengan tujuan menuntut penggantran kerugtan

disebabkanolehperbuatanmelanggarhukumdan/ataumelalatkan
kewalibannya sebagaimana mestinya sehingga secara langsung atau

tidak langsung, daerah menderrta kerugian' ;
11 Tuntutan perlendaharaan dan Tuntuian Ganti Rugr yang selanlutnya

disrngkatTPTGRadalahsuatuprosestuntutanmelaluiTPdanTGR
bagibendaharaataupegawalbukanbendaharapejabatlainnyadan
pihak manapun yang merugikan keuangan dan barang Daerah;

12KeuanganDaerahadalahSemuahakdankewajibandaerahdalam
rangka penyelengg araan pemerintahan daerah yang dapat dinrlat

dengan uang tei'iasutt didalamnya segala bentuk kekayaan yang

berhubung"n"d"ngun hak dan kewaliban daerah'

,l3UangadalahbagiandarikekayaandaerahyangberupaUangkartaldan

uang giral, 
kekayaan daerah yang berupa. sertifikat

14 Surat Berharga adalah bagtan KeKayaarr uderdrr v

saham,sertifiiat obligasi dan surat berharga lain yang se1enrs'

,l5BarangDaerahadalahSemuakekayaanatauasetdaerahbaikyang

dimiliki maupun yang dikuasar' UaiX yang bergerak maupun trdak

bergerak, beserta bagian-bagiannya ataupun yang merupakan satuan

tertentuyangdapatdinilai,dihitungdiukuratauditrmbangtermastlk
hewandantumbuhtumbuhan,kecualiuangdansurat'suratberharga

i6 ',1"-rli;r"n perbend aharaan adarah serisih kurang antara sardo buku

kasdengansaldokasatauselisihkurangantarabukupersediaan
barang dengan srsa barang yang sesungguhnya terdapat dr dalam

gudang atau tempat lain yang ditunjuk'

17 Keruqialr Daerah



17

1B

Kerugian Daerah adalah kekurangan perbendah araan uang ' surat

berharga dan barang daerah yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai

akibat perbuatan tei"*un hukum baik sengaja maupun lalai

Bendahara adalah setiap orang atau badan yang diberi tugas untuk dan

atasnamadaerah,menerima,menyimpandan
membayar/menyerahkanuangatausuratberhargaataubarang'barang
daerah,
Kas Umum Daerah adalah tempat menyimpan uang daerah yang

ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh penerimaan

daerahdanmembayarseluruhpengeluarandaerahpadaBankyang
ditetapkan,
Pegawaradalahmerekayangsetelahmemenuhisyarat-syaratyang
ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku'

diangkatolehpejabatyangberwenangdandrserahitugasnegara
lainriya yang ditetapkan berdasarkan suatu peraturan perundang-

undangan Yang berlaku meltPutt

a Pegawai Negeri
b Tenaga Kontrak dan atau PTT;

c Pegairuai pada BUMD (Pegawai Perusahaan Daerah)
pegarirai Negeri adalah mereka yang setelah memenuhr syarat-syarat

yu,ig Oit"ntu*kan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku'

oi",igL"t oleh pejabat yang berwenang dan drserahi tugas dalam suatu

jabalan negara atau diserahr tugas negara lainnya yang drtetapkan
-berdasarkan 

suatu peraturan yang berlaku;

Ahli Waris, adalah orang yang menggantikan pewaris dalam

kedudukannya terhadap warisan, hak maupun kewajrban untuk

seluruhnya atau sebagtan,
Pelabat yang berwenang adalah Pejabat yang karena kewenangannya

dapat memberikan keteiangan/menyatakan sesuatu hal atau perrstiwa

sesungguh nya yang secara hukum dapat drpertangg unglawabkan'

ReyaOaitainnyu t"liprti pelabat negara dan pelabat pemerintahan yang

tidak berstatus pejabat'negara, trdak termasuk bendalara' pegawai

negeri bukan bendahara;
Pihak manapun adalah pihak yang merugikan keuangan daerah

termasuk pihak ketig", u"i",n bendahara, pegawai bukan bendahara

dan pelabat lainnYa;
perhitungan e, oificio adalah suatu perhitungan perbendaharaan yang

dilakukan oleh Pejabat yang ditunluk secara ex officio apabila

Bendahara yang bersangkutan meninggal dunia' melarikan diri atau

tiba-tiba harus berada dibawah pengampuan dan atau apabila

bendaharayangbersangkutantidakmembuatpertanggunglawaban
setelah drtegur oleh atasan langsungnya, namun sampai batas waktu

yang diberkan berakhir yang bersangkutan tetap tidak membuat

perhitungan dan pertanggungjawabannya;

27 Penghapusan adalah tindakan menghapus barang milrk daerah dari

daftarbarangdenganmenerbrtkansuratkeputusandaripejabatyang
berwenanguntukmembebaskanpenggunadanataukuasaP"ngg',n'?
barangoanlataupengelolabarangdarrtanggunglawabadministrast
dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya'

28Penghentianadatarrmembebaskansebagtanataukeseluruhan
kewalibanSeseoranguntukmenggantiKerugianDaerahyangmenurut
hukum menladi tanlgung jawabnya, tetapi atas dasar pertimbangan

keadilan yang disebiut "n 
antara lain meninggal dunra tanpa ahli

waris, tidak layak untuk ditagih, dinyatakan tidak bersalah oleh Pelabat

yang berwenang atau alasan alasan lain yang dapat

Oip"-rt"nggrnglr*"bkunberdasarkanperaturanperundangundangan
yang berlaku;

29.PencatatanadalahmencatatjumlahKerugtanDaerahyangproses
Penyelesaiannyauntuksementaraditangguhkankarenayang
bersangkutan melarikan dirr tanpa diketahui alamatnya
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30 Banding adalah upaya Bendahara dan atau Pegawai Negeri bukan

Bendahara dan Pejabat lainnya, dan atau Pihak manapun yang mencari

keadilan kepada Bupati karena yang bersangkutan tidak puas terhadap

keputusan pembebanan yang ditetapkan TPKD;

31 Kadaluarsa adalah jangka waktu yang menyebabkan gugurnya hak

untuk melakukan tuntutan bendahara dan atau Pegawai Negeri bukan

Bendahara, Pelabat lainnya dan atau Pihak manapun dan tuntutan ganti

rugi terhadap pelaku Kerugian Daerah;
32 Pembebanan adalah penetapan lumlah Kerugian Daerah yang harus

dikembalikan kepada Daerah oleh bendahara dan atau Pegawai Negeri

bukan Bendahara dan pejabat lainnya yang terbukti menimbulkan

Kerugian Daerah;
33 Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak yang selanjutnya di singkat

\ SKTJM adalah surat Keterangan yang menyatakan kesanggupan dan

atau bahwa yang bersangkutan bertanggung lawab atas kerugian

daerah yang terjadi dan bersedia mengganti Kerugian Daerah dimaksud

dalam 
"langka 

waktu maksimal 40 (empat puluh) hari selak

ditandatangani,
34. Surat Keterangan Penetapan Batas Waktu yang selanjutnya "disingkat

SK-pBW adaiah surat keputusan yang dikeluarkan oleh Badan

Pemeriksa Keuangan tentang pemberian kesempatan kepada

bendahara untuk mengajukan keberatan atau pembelaan diri atas

tuntutan penggantian kerugian daerah;
35 Badan Pemeriksaan Keuangan Republik lndonesia, yang selanjutnya

disebut BPK-Rl, adalah Badan Pemeriksaan Keuangan Republik

lndonesia, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar

Negara Republik lndonesia Tahun 1945',

36 Asuransi Barang Daerah adalah Barang milik Pemerintah Daerah

Kabupaten samosir yang dipertanggungkan pada perusahaan asuransi

sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,

37 Malelis Pertimbangan TP-TGR yang selanjutnya disebut Majelis

pertimbangan adalah Para Pelabat yang ex-officio dituniuk dan

ditetapkan oleh Bupati yang bertugas membantu Bupati dalam

penyelesaian kerugian daerah

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Tata Cara Ganti Kerugian Daerah meliputi'

a. Sub.lek dan Objek;
b. lnformasi, Pelaporan dan Pemeriksaan;
c Penyelesaian Kerugian Daerah;

d Kadaluarsa;
e. PenghaPusan dan Penghentian,
f. Penyetoran;
g Pelaporan
h. Majelis Pertimbangan;
i Sanksi

BAB III
SUBJEK DAN OBJEK

Pasal 3

Subjek kerugian daerah dibedakan berdasarkan'

a. ditinlau dari Pelaku
1. Bendahara yang melakukan perbuatan melanggar

melalaikan kewajibannya antara lain'

a) tidak melakukan pencatatan atas penerimaan

uang atau barang;

hukum dan atau

dan pengeluaran

b) membayar atau



b) membayar atau mengeluarkan uang dan atau barang kepada

pihak yang tidak berhak dan atau secara tidak sah;

c) tidak membuat pertanggungjawaban keuangan atau pengurusan

barang;
d) menerima dan menyimpan uang palsu;

e) koruPsi, kolusi dan nePotisme;

0 penYelewengan dan PenggelaPan;
g) pertangggungjawaOan atau laporan yang tidak sesuai dengan

kenyataan;
h) penyalahgunaan wewenang atau ;abatan,
i) iiOat< melat<ukan tugas yang menJadi tanggungjawabnya'
ji perbuatan-perbuatan lainnya yang merugikan daerah'

Z) eegawai bukan Bendahara dan pejabat lainnya yang melakukan

perbuatan antara lain
a) koruPsi, kolusi dan nepotisme;
b) penYelewengan dan PenggelaPan;
c) penyalahgunaan wewenang dan jabatan;

d) pencurian dan PeniPuan:
e) merusak dan menghilangkan barang daerah;

f)meninggalkantugasdanataupekerjaansetelahl,selesai
melaksanakan tugas belalar;

g) meninggalkan tugas belllar sebelum batas waktu yang telah

ditentukan;
h) perbuatan-perbuatan lainnya yang merugikan daerah

3 Pihak manapun yang melakukan perbuatan antara lain:

a) tidak menepatijanji terhadap kontrak (wanprestasi);

bi penyerahan barang yang mengalami kerusakan karena

kesalahannYa;
c) penipuan dan perbuatan lainnya yang secara langsung atau tidak

langsung merugikan Daerah

b. ditinlau dari sebab, beruPa:
1 Perbuatan manusia karena'

a) kesengalaan;
b) kelalaian;
c) diluar kemamPuan si Pelaku

2. Kejadiaan alam, beruPa.
a)bencanaalamsepertigempabumi,tanahlongsor'banlirdan

kebakaran;
b) proses alamiah seperti membusuk, mencair' menyusut'

menguap, mengerut dan dimakan rayap'

c. ditinjau dari waktu, yariu untuk mengetahui apakah Kerugian Daerah itu

masih bisa dituntut atau tidak,

dditinjaudaritempatkeladian,yaituKerugianDaerahyangterladipada
SatuanKerlaPerangkatDaerahdan/atautempatlainnya.

Pasal 4
objekkerugiandaerahdapatberupauangdan/ataubarangtermasuk
barang yang diasuransikan

BAB IV
INFORMASI, PELAPORAN DAN PEMERIKSAAN

Bagian Kesatu
lnformasi

Pasal 5 r,

lnformasi Kerugian Daerah, dapat diketahui dari"

a. Hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan

b. Hasil Pemeriksaan Aparat Pengawas Fungsional (APF);

b Hasil Pengawasan dan/atau pemeriksaan atasan langsung;

c. Hasil verifikasi Pejabat yang diberikan wewenang melakukan verifikasi;

d. Hasil pemeriksaan Apaiat pengawas lnternal Pemerintah Lainnya



Bagian Kedua
Pelaporan

Pasal 6

(1) Setiap kerugian Daerah wajib dilaporkan oleh atasan langsung atau

kepala SKPD kepada Bupati dan memberitahukannya kepada BPK
paling lamaT (tujuh) hari kerja setelah kerugian Daerah itu diketahui

(2) Setiap atasan langsung atau kepala SKPD yang mengetahui adanya
suatu perbuatan melanggar hukum dan/atau kelalaian sehingga
mengakibatkan kerugian Daerah, namun tidak melaporkan kepada
Bupati dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayal (1),

dianggap telah lalai melaksanakan tugas dan kewajibannya sehingga
tgrhadapnya dapat dikenakan tindakan hukuman disiplin atau sanksi
administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di

bidang kepegawaian

Bagian ketiga
Pemeriksaan

Pasal 7

Pemeriksaan terhadap laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6

didasarkan pada kenyataan sebenarnya dan jumlah kerugian daerah yang

pasti

Pasal B '

Setelah diketahui informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 maka

aparat pengawaS fungsional dapat melakukan pemeriksaan terhadap

kebenaran informasi kerugian daerah

BAB V
PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH

Bagian Kesatu
Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan

li

Pasal 9

(1) Penyelesaian TP dapat dilakukan dengan cara menerbitkan SKTJM
yang dikeluarkan oleh Bupati terhadap Bendahara, ahli waris atau

pengampu dengan cara pengembalian kerugian secara tunai
(2) Pembayaran secara tunai dilakukan paling lambat 40 (hari) selak

ditandaianganinya SKTJM dan disertai jaminan barang yang nilainya

cukup dan atau setara.
(3) Apabila bendahara tidak dapat melaksanakan pembayaran secara tunai' 

dalam waktu yang ditetapkan dalam SKTJM sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), maka barang jamtnan yang menjadi barang agunan

setelah terbitnya Surat Keputusan Pembebanan maka dapat dijual

sesuai dengan peraturan perundang-undangan-
(4) Apabila terdapat kekurangan dari hasil penjualan barang sebagaimana

dimaksud pada ayal (3), tetap menjadi kewaliban bendahara yang

bersangkutan, dan apabila terdapat kelebihan dari penlualan barang

tersebut akan dikembalikan kepada bendahara yang bersangkutan
(5) Pelaksanaan (eksekusi) terhadap Keputusan Tuntutan Perbendaharaan

dilaksanakan oleh Ma;elis Pertimbangan

Pasal 10

(1) Apabila proses TP belum dapat dilaksanakan karena bendahara' ' 
meninggal dunia tanpa ada ahli waris yang diketahui, atau ada ahli waris

tetapi iiOat< Oapat dimintakan pertanggungjawabannya, atau bendahara

melarikan diri dan tidak diketahui alamatnya, Bupati memtnta ke BPK-RI

untuk menerbitkan Surat Keputusan Pencatatan 
1



(2)DenganditerbitkannyaSuratKeputusanPencatatan,sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), kasus yang bersangkutan dikeluarkan dari

administrasi Pembukuan'
(3)Terhadapoendaharasebagaimanadimaksudpadaayat(1)sewaktu_

waktudapatditagihapabilayangbersangkutandiketahuialamatnyaatau
ahli waris J"plt din]int"t "n 

pertanggungiawabannya atau upaya

penyetoran Kas Daerah berhasil ditarik dari Kas Negara

Bagian Kedua

Penyelesaian Tuntutan Gaiti Rugi Pegawai Bukan Bendahara'

Pejabat lainnya Atau Pihak Manapun

Pasal 1 1

Penfelesaian TGR dilaksanakan dengan upaya

a damai;
b brasa, dan
c. Pencatatan

Paragraf 1 .-i

UPaYa Damai

Pasal 12

(1) Penyelesaian kerugian daerah sedapat mungkin dilakukan dengan

upaya damai oleh iegawai atau ahli waris baik sekaligus (tunai) atau

ang suran.
(2) Datam keadaan terpaksa, yang-bersafofujan d-T'l melakukan 9-ul.9"n

cara angsrr"n p"ting tamoat-2 (dua) tahun seiak ditandatangantnya

SKTJM dan disertaijJminan barang yang nilainya cukup

(3) penyelesaian deng an cara angsrrln dilakukan melalur pemotongan gaJI

dan atau penghasilan yang dilengkapi dengan '

a Surail<url" eemoionlan Cali dan atau p.enghasilan' dan

bJaminanbarangdilengkapi,suratPemilikanyangsahsertaSurat
Kuasa Menjual

(4) Apabila peg"*,i yang .bersangkutan 
tidak dapat melaksanakan

pembayaran angsuran dalam *"it' yang ditetapkan dalam SKTJM'

maka barang j"'iinun pembayaran angi"an dapat dilual sesuai dengan

ketentuan yang berlaku 
)arang dimaksud pada

(5) Apabila terdap"at kekurangan dari hasil p*f1?lilj
ayat (4), tetap menjadi kewaliban pegawai yang bersangkutan' dan

apabila teroapat ketebihan iari perijualan barang tersebut akan

dikembalikan kepada pegawai yang bersangkutan

(6) pelaksanu"n ("krekusif ternaoad Keputuian TGR dilaksanakan oleh

Majelis Pertimbangan

Paragraf 2

Tuntutan Ganti Rugi Biasa

Pasal 13

(1)TGRBtasadilakukanberdasarkankenyataanyangsebenarnya$arihasil
p"ngrrpri"n bahan-bahan Out<ti Oan penuiitian lnspektorat' Provinsi

terhadap pegawai yang bersangkutan .,--L^i^A r-.arra narri
(2) TGR siu." "d;p"t OirJnatan k"epada ahli waris, terhadap harta pewarts

Yang sudah atau akan drterimanYa

(3) TGR ternaoaf 
- 
arrli waris oileiapt an oleh Bupati berdasarkan hasil

penelitian Majelis Pertimbangan 1:

Pasal 14

PelaksanaanTGRsebagaiakibatperbuatanmelanggarhukumatau
melalaikan t<ewalioan yJng oifersaiankan ke.padanya dan/atau. tidak

menlalankan Lwalioanny" 
* 

seoagaimana mestinya yang dipersalahkan

kepadanya, serta ada hubung"nn!" dengan pelaksanaan fungsi ataupun

denganstatuslabatannyaSecsr?tangsungatauticlaklangsungdiserahkan
penlelesaiannya melalui Majelis Pertimbangan.



Pasal 15

(1) Apabila usaha untuk mendapatkan penggantian kerugian dalam upaya

damar ,"org",runu oin]"t rud dalaL-pl"sal 12 ayat (1) tidak berhasil'

prosesTGRdiberitahukanSeCaratertulisolehBupatikepadapegawaI
inng O"rt"ngkutan dengan menyebutkan

a. identitas Pelaku;
b jumlah o",,Ji'"i'yang diderita oleh daerah yang harus diganti'

c sebab-seb"n 'u't' 
alasan penuntutan dilakukan' dan

d tenggang *"*'- V'"g diberikan untuk mengaiukan keberatan/

pembetaan Jiri '"t"t" 
14 te*pat belas) ,ha-ri 

terhitung selak

diterrmanya p",.no"rit"nuan oreh pegawai ya.ng bersangkutan

(2) Apabila p"gr*Ji"l"t"g"inr"na ormat<"suo p-aoa ayat (1) dalam batas

waKu14(empatbelas)haritidak'"ng"ru}."nkeberatan/pembelaandiri
atau telah mengajukan pembelaJn- diri namtrn tidak dapat

membebaskannyaSamasekalionnr."'ar"han/kelalaian,makaBupati
menetapkan rceiutusan Pembebanan Ganti Rugi

(3) Berdasarkan KJprt*^ pembebanan Ganti Rugi, Bupati melaksanakan

penagihan atas pembayaran ganti rugi kepada pegawar yang

(.) ?""ff:illt"i"ro"banan Ganti Rusi tersebut dapat dirakukan densan

3utL"ro,onn gaji dan atau penghasrlan lainnya kepada yang

b l";;iltlilll' ,",r0 mensanssur dan dirunaskan pa'ns lambat 2

(dua) tahun, apabila disertai i"ng"n barang laminan yang nilatnya

c llHi;tTansgap perlu dapat meminta bantuan kepada vang

berwajib untullitakukan penagihan dengan paksa

(5) Permohon"n OanOing kepada pufOnt y"ng O"*enang dapat drajukan

paling lambat 30 (tiga pulun; 'nari sete"lah dttertmanya Keputusan

Pembebananolehpegawaiyangbersangkutan
(6) Apabila p"'tonon'n banding t"["g;i;t"na dimaksud pada ayat (5)

drterima, S,pnli menerbitkan Keputus-an Peninlauan Kembali

(7) Keputu."n finiftut e'nJing Oari pelanat yang berwenang dapat berupa

memperkuat iia' mem*batalkl"' .r<"q'1'!1,1^ 
Pembebanan atau

menambah/mengurangrbesaranlumlahkerugianyangharusdibayar
oleh Yang bersangkutan

Paragraf 3

Penyelesaian Tuntutan GIanti Rugi Barang Daerah

Pasal 16

(1) Pegawal yang bertanggung laYvab atas terladinya kehilangan barang

daerah (bergerak/trdak berger"oi *riio melakukan penggantran dalam

bentuk uang atau barang sesuai dengan cara pengganttan kerugtan

yang telah o't"t"pfun sesJai dengan keientuan yan,o berlaku

(2) penggantran kerugian dengan dentur. barang sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dilakukan .kl'su' terhadap baranq berqerak berupa

kendaraan bermotor roda 4 r"*Jutl';;;;;i, z_1Oua), berdasarkan nilat

taksiran (taksasr) harga benda ;";'g'" :"tiy:ii^atau 
angsuran palrng

lama2(dua)tahunapabiladisertaiJ"nganlaminanbarangyangnrlainya

(3) F.tnTsantian kerusian dalam o".ll:: :::t^.l;?X'.jJ:H:il iil:?:"t
barang yang tidak bergerak ntul,"v,ng oerglrak sebagaimana dimaksud

pada ayat iZ; O"ng"n cara tunai atau angsuran selama 2 (dua) tahutn

apabila disertai Oerigan barang yang nilainl? ::lT
(a) Nitai tar.siran'liai.sali; lumtan-nlrgJ benda Yanq akan digantr rugr dalam

bentukuangmaupunbarang;![a;.*anaJimat<sudpadaayat(2)
ditetapkan t'"tuui j"ng"n ketentuan yang berlaku

/r\ n ^.i1.\;la har.i2S2Tkan



(5) Apabila berdasarkan hasil penelitian Majelis Pertrmbangan btaya

pelaksanaant,nt,tnngantirugibaranglebihbesardibandingkandengan
uang yang akan diterima otetr daerati, maka Bupati dapat meniadakan

tuntutangantirugibarangdaerahdanselan;utnyamemberitahukanke
DPRD

(6) PenYelesaian kerugian
diatur lebih lanlut dalam

claerah untuk barang daerah yang diasuranstkan

Peraturan BuPati

(1)

Pasal 17

Pegawai yang menlnggal dunia tanpa

tetJpi tidak daPat dimintakan

menetaPkan KePutusan Pencatatan

ada ahli waris, atau ada ahli warts

pertanggungjawabannYa BuPati

setelah mendaPat Pertimbangan

(r) Y:f?";egawai vang melarikan diri TGR tetap dilakukan terhadap

keluargaatauoranglainyangmenguasaihartayangditinggalkanoleh
pegawar Yang bersangkutan

(3) Dengan diterbitkannia Keputusan Pencatatan' kasus bersangkutan

dikeiuarkan dari Administrasi Pembukuan

(4) Pencatatan seUagaimana dima.ksud pada ayat ('l':":'Otu-waktu dapat

ditagih apabila ya"ng bersangkutan diketahui alamatnya

BAB Vt
KADALUWARSA

Pasal 1B

(1)Kewajibanbendaharapegawalbukanbendahara,pelabatlainatau
pihak manapun untuk membaya' ganti rugi' me,nladi kadaluwarsa jika

dalam waktu s tn.al tahun selax"dit<etanuinya kerugian tersebut atau

dalamwaktuB(delapan)tahunselakterladinyakerugiantidakdilakukan
penuntutan ganii rugi terhadap yang bersangkutan

(2) Dalam hal bendahara, pegawai 6uran Ue1O1nar1' pejabat lain atau

pihak*un"p,n-y"ngOik";"ituntutangantikerugiandaerahberada
dalam pengampuan, melarikan dirr atau"meninggal dunia' penuntutan

dan penagihan terhadapnya beralrh kepada penganlpu/yang

memperoler.nauarrriwaris,terbataspadakekayaanyangdikelolaatau
diperolehny" i'"n L"'a'"t dari bendahara' pegawar bukan bendahara'

pejabat lain atiu pih"k rnnn"pun yang bersangkutan 
,

(3) Tanggunglu*"b pengampu/yang 'i"tp"'oi-"h 
hak/ahli waris untuk

membayar ganti kerugian daerah r"["g"'*una dtmaksud pada ayal (2)

menjadi kadaluwarsJ apabrta J"tu.,i waktu 3 (tiga) tahun selak

keputusan pengadrlan yang . menetapkan pengampuan kepada

bendahara p"g"ilr; U;Xan Oeidanara, pelabat lain atau pihak m,an?pul

yang o"r.ung'nrt"n diketahui melarikan diri atau menlnggal dunta,

pengampu/y"i;;;.p"rof"n rrar<fa[ti waris tidak diberitahu oleh pelabat

yang berwenun! t"ngenai adanya kerugian daerah

BAB ViI

PENGHAPUSAN DAN PENGHENTIAN

Pasal 19

(1)Dalamhalbendahara'pegawaibukanbendaharapelabatlarnnyaprhak
manapun, "t;;;;; 

pung"utp' lyang memperoleh hak/ahli warrs yang

berdasarkan Keputusan Bupatr t"ntn'ng Pembebanan Ganti Rugr, apabrla

trdak mampu membayar ganti rugi' dapat mengalukan permohonan

secara tertulis k;;;J;',arp;t, rntrxi"nghapusan atau pengheqtian atas

kewajiban membaYar ganti rugt

(2) permohonun-."t"'gairiana dimaksud pada ayat (1), Bupati mengadakan

penelrtian yang dilakukan oleh, fflful"fit Pertimbangan, apabrla ternyata

yang bersa"gL:'t";;em.ang tioat< mampu' maka Bupati menghapuskan

atau menghentikan xewalioan mengganti kerugian kemudian

memberitahukan kepada DPR; tentang'penghapusan TP/I'GR baik

sebagian atauPun seluruhnYa



(3)Dalamhalbendahara,pegawaibukanbendahara'pejabatlainnyaatau
pihak trn"prn, yang berdasarkan Keputusan Bupati :""].i:,9
Pembebanan Canti'nGi ternyata meninggal dunia tanpa 

"hl1-y^1:
dan/atau drnyatakan tidik cukup atau tidak mempunyai harta wartsan'

maka Malelis Pertimbangan, menyampaikan hasil penelitian kepada

BuPati

t+lnpaniraberdasarkanhasilpenelitianMajelispertimbangan,yang
bersangkut"n ."Lug"imana dimaksud pada ayat (2) dan (3) ternyata

tidak t"tpr, 
- - 

riat<a Bupati menetapkan , Keputusan tentang

Penghapusanataupenghentian-gtntirugibaiksebagianatauseluruhnya
dan hemberitahukan kePada DPRD

BAB VIII
PENYETORAN

Pasal 20

(1) Penyetoran atau pengembalran secara

Kerugian Daerah maupun hasil penlualan

Kas Umum Daerah'
(2)DalamkasusKerugiandaerahyangpenyelesaiannyamelaluipengadilan'-' tLng"cu kepada peraturan perundang-undangan

BAB IX
PELAPORAN

Pasal 21

MalelisPertimbanganTP-TGRmenyampaikanlaporanperkembangan
penyelesai"n t<"rrirn Daerah setiap iriwulan dan tahunan kepada Bupati

dan DPRD.

BAB X

MAJELIS PERTIMBANGAN

Pasal 22

(1)BupatimembentukMajelisPertimbanganuntukmelaksanakanTP-TGR
(2) Keanggotaan Malelis 

'pertimbangan iebagaimana dimaksud pada ayat

(1) secara ex-officio terdiri dari'

a. Sekretaris Oaeraf', selaku ketua merangkap anggota'

b. Asisten y";;;;bidangi Administrasl umum selaku wakil ketua I

(satu) merangkaP anggota;
lnspektur Kabupatenliefaf<u wakil ketua ll (dua) merangkap anggota'

Kepala SKPD V"ng ;"nangani Pengelolaan Keuangan Daerah'

selaku Sekretarrs merangkap anggota;

n.irtun yang membiOangi pemerintahan selaku anggota;

Asisten yang membidlngi Ekonomi dan Pembangunan selaku

tunai atau angsuran, baik

barang laminan harus melalui

ker;a yang menangani Kepegawaian Daerah'

yang menangani pengelolaan Barang Milik

yang menangani bidang Hukum' selaku

|-

d

e
f

anggota,
g KePala SKPD/Unit

selaku anggota;
h. Kepala SKPD/Unit Kerja

Daerah, selaku anggota,
i KePala SKPD/Unit Ker.1a

anggota
(3) Anggota malelis pertimbangan sebelum menjalankan tugasnya

' ' *"i.,"gr"apkan sumpah/janji dihadapan Bupati

(4)MajelisPertimbangansebagaimanadimaksudpadaayat(2)bertugas
memberikan pendapat dan/atau fertimbangan kepada Bupatr baik

diminta *"upun tioat< diminta pada setiap permasalahan yang

menyangt<ut Tuntutan Ganti Kerugian Daerah



(5)Dalampelaksanaantugasnya,Majelissebagaimanadimaksudpadaayat
(i ) dapat dibaniu oten" Seftretariat yang ditetapkan dengan Keputusan

Bupati
(6) Biaya pelaksanaan tugas Majelis dibebankan pada Anggaran

Pendapatan dan Belanjabaerah iesuai dengan kemampuan keuangan

daerah

BAB XI
SANKSI

Pasal 23

ApabilaBupatimenerimalaporantentangkekurangan.kerugiandaerahdari
pejabat lnspektorat Kabupaten Samosii dan oleh tttt3l-etis Pertimbangan

dilakukanpenelitiant"nta.ngkebenaranadanyakerugrandaerah,Bupati
dapatmemberikansanksiadministrasisesuaidenganperaturanperundang_
undangan.

BAB XII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 24

(1)KerugiandaerahyangtidakdapatdiselesaikanolehPemerintahDaerah
dapat Oiseranfin 

"penyelesaiannya melalui Pengadilan , denOan

mengajukan gugatan Perdata
(2) Apabila kerrgi"";Daerah yang tidak dapat diselesaikan dan ada indikasi

tindakpidana,Bupatidapatmenyerahkannya.kepadaaparatpenegak
hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan

(3) Putusan Pengadit"an iiOat< menggugurt<an naf tagih dari Pemerintah

Daerah ternaoap pelaku atau PenJnggrng jawab Kerugian Daerah

Pasal 25

Kerugian daerah Yang sedang

berlakunYa Peraturan BuPati ini'

peraturan Perundang-undangan'

BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN

2011

dalam proses penyelesaian sebelum

diselesaikan sesuai dengan ketentuan

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Hal-hal Yang belum cukuP diatur

mengenai Teknis PelaksanaannYa

Bupati.
Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Agar setiap orang mengetahui nya me.meriniarrran Peng undang an Peraturan

Bupati ini dengan p"n""rp"t"nnya dalam Berita Daerah Kabupaten samosir

DitetaPkan di Pangururan
pada ianggal 3r{ }ebftran 201 1

BUPATI SAMOSIR,

CaP/dto

MANGINDAR SIMBOLON

dalam Peraturan Bupati ini sbpanlang

diatur lebih laniut dengan keputusan

ranqkan di Pangururan
tarigsal P{ tebruart
SEKRETARIS DAERAH,

-.''Jlt
Drs. TIGOR SIMBOLON

PEMBINA UTAMA MUDA

N|P.1951 0411 197801 1 002

RITA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR TAHUN 2011
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